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Abstrak

Artikel ini membahas konflik norma antara Peraturan Menteri dan
Peraturan Daerah yang bersumber dari ketidakjelasan posisi
Peraturan Menteri dalam hierarki peraturan perundang-
undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011. Ketidakjelasan tersebut memicu konflik kewenangan
antara pemerintah pusat dan daerah, menimbulkan
ketidakpastian hukum, serta melemahkan efektivitas otonomi
daerah. Artikel ini berargumen bahwa disharmonisasi dapat
diatasi melalui tiga langkah: penegasan eksplisit posisi Peraturan
Menteri dalam hierarki peraturan; penguatan mekanisme
harmonisasi substantif; dan pembatasan materi muatan
Peraturan Menteri agar tidak memasuki ranah kewenangan
atribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual berbasis Teori
Stufenbau Hans Kelsen, serta pendekatan komparatif dengan
merujuk pada praktik harmonisasi regulasi di Jepang.

Abstract

This article addresses the normative conflict between Ministerial
Regulations and Regional Regulations arising from the ambiguous
position of Ministerial Regulations within Indonesia's regulatory
hierarchy under Law Number 12 of 2011. This ambiguity generates
disputes over authority between central and local governments,
undermines legal certainty, and weakens regional autonomy. The
article argues that resolving such disharmony requires three
measures: explicit clarification of the position of Ministerial
Regulations within the regulatory hierarchy; strengthening of
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Keywords: substantive harmonization mechanisms; and limiting the subject
Laws Disharmony; matter of Ministerial Regulations so as not to encroach upon areas
Hierarchy of Laws; of attributed regional authority. These conclusions are reached
Harmonization of Laws;  through legal research employing a legislative approach, a
Ministerial Authority; conceptual approach applying Hans Kelsen's Stufenbau Theory,

Regional Autonomy. and a comparative approach drawing on Japan's regulatory

harmonization practice.

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional menganut prinsip rechtsstaat atau negara
hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara
hukum. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa setiap penyelenggaraan
kekuasaan negara harus dilandasi oleh hukum yang sah, terukur, dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun, dalam praktiknya, kepastian
hukum dan konsistensi norma sering terganggu oleh ketidakharmonisan regulasi,
terutama antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur
dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur hierarki peraturan dari UUD
NRI 1945 hingga Peraturan Daerah.!

Secara historis, pengaturan hierarki peraturan perundang-undangan di
Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Sejak era Orde Lama diatur
dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, kemudian pada era reformasi
diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan kemudian diperbarui dengan UU No.12
Tahun 2011, sistem hierarki ini terus mengalami penyempurnaan. Namun demikian,
satu permasalahan yang terus berulang adalah ketidakjelasan posisi Peraturan
Menteri dalam struktur hierarki tersebut. Pasal 8 UU No.12 Tahun 2011 memang
mengakui keberadaan peraturan lain termasuk Peraturan Menteri, namun tidak
menempatkannya secara eksplisit dalam hierarki formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011. Ambiguitas ini menciptakan ruang interpretasi yang
luas dan menjadi sumber konflik antara peraturan pusat dan daerah.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas berdasarkan
prinsip otonomi daerah untuk membentuk regulasi sesuai kebutuhan daerah,
sedangkan kementerian mengeluarkan peraturan sektoral yang bersifat teknis dan
operasional.2 Kedua jenis regulasi ini sering tumpang tindih, terutama di bidang
perizinan, tata ruang, dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan kebingungan
bagi masyarakat dan pelaku usaha tentang norma mana yang harus diikuti.
Fenomena tumpang tindih regulasi ini bukan semata persoalan teknis hukum,
melainkan mencerminkan ketegangan politik-hukum yang lebih dalam antara
pemerintah pusat yang ingin menjaga keseragaman kebijakan nasional dan
pemerintah daerah yang berupaya menegaskan independensi regulatifnya sebagai
manifestasi otonomi daerah.

1 Adinda Febrian Gumanti, 'Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Yang
Pernah Ada Di Indonesia' (24 March 2020) <https://doi.org/10.31219/0sf.io/ca476> diakses 25
Agustus 2025.

2 Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta Alw and Sekar Anggun Gading Pinilih, 'Eksistensi Kedudukan
Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan'
(2022) 19 (4) Jurnal Konstitusi 865, 878.
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Secara kelembagaan, mekanisme harmonisasi yang tersedia saat ini
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
22 Tahun 2018 dan melalui peran Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi, masih
bersifat administratif dan prosedural. Akibatnya, konflik substantif antara Peraturan
Menteri dan Peraturan Daerah kerap tidak terselesaikan meskipun telah dilakukan
proses harmonisasi formal. Sedangkan pada pada jalur yudisial, saluran
penyelesaian konflik norma pun sangat terbatas. Mahkamah Agung hanya memiliki
kewenangan untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang (judicial review), sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki
kewenangan untuk menguji Peraturan Menteri karena kewenangan pengujian
konstitusionalnya terbatas pada undang-undang terhadap UUD NRI 1945.3

Problematika tumpang tindih regulasi ini memiliki implikasi yang sangat nyata
dalam kehidupan bernegara. Pertama, dari segi kepastian hukum, masyarakat dan
pelaku usaha dihadapkan pada situasi ambiguitas normatif yang menyulitkan
mereka dalam menentukan norma mana yang wajib dipatuhi. Kedua, dari segi
efektivitas pemerintahan, ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah
berpotensi menghambat pelaksanaan program-program pembangunan nasional.
Ketiga, dari segi investasi, ketidakpastian regulasi dikenal sebagai salah satu faktor
utama yang menurunkan daya tarik investasi, baik domestik maupun asing. Hal ini
pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat di daerah.

Fokus dalam penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam posisi
hierarkis Peraturan Menteri yang tidak jelas dan implikasinya terhadap tata kelola
pemerintahan daerah. Studi-studi terdahulu telah menyoroti fenomena regulasi yang
berlebihan (regulatory overload) dan fragmentasi hukum nasional sebagai tantangan
sistemik dalam tata kelola regulasi. Namun, hanya sedikit yang meneliti secara
khusus ketegangan normatif antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah
melalui lensa Teori Stufenbau. Dengan demikian, kontribusi tidak hanya secara
akademik dalam memperkaya diskursus ilmu hukum tata negara, tetapi juga secara
praktis dengan merumuskan strategi harmonisasi yang konsisten, adaptif, dan
mendukung prinsip-prinsip negara hukum serta otonomi daerah.

Selanjutnya diidentifikasi tiga faktor utama penyebab disharmonisasi. Pertama,
ambiguitas normatif dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 yang tidak
memberikan kejelasan posisi Peraturan Menteri dalam hierarki formal. Kedua,
mekanisme harmonisasi kelembagaan yang lemah dan hanya bersifat prosedural
tanpa menyentuh substansi konflik norma. Ketiga, tarik-ulur kepentingan politik
dan hukum antara pemerintah pusat dan daerah yang semakin intensif seiring
pelaksanaan desentralisasi. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan memperkuat
satu sama lain, sehingga menciptakan kondisi disharmonisasi yang bersifat sistemik
dan struktural.

Penelitian ini adalah penelitian hukum karena fokus penelitian adalah
disharmonisasi yang bersifat normatif, terkait dengan perbedaan interpretasi
hierarki regulasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum.4 Tiga pendekatan analitis

3 Suparto, 'Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian
Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018)' (2021) 27 (1) SASI 61, 64.
4 Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer' (2020) 7 (1) Gema Keadilan 20, 22.
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digunakan secara integratif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dengan mengkaji semua peraturan terkait mulai dari UUD NRI 1945, UU
No. 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018
tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang
Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian
juga terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 23 Tahun 2018 tentang
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga
Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga
Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, hingga berbagai
Peraturan Daerah yang relevan.

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang memanfaatkan Teori
Stufenbau Hans Kelsen untuk menafsirkan posisi Peraturan Menteri dan Peraturan
Daerah dalam sistem hukum Indonesia. Ketiga, pendekatan komparatif (comparative
approach) yang membandingkan praktik harmonisasi regulasi di Indonesia dengan
sistem hukum Jepang, guna menemukan model yang dapat diterapkan secara
kontekstual.

Ketidaksinkronan antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah juga terlihat
dalam dimensi normatif dan implementatif dalam sistem hukum nasional. Secara
normatif, sistem peraturan perundang-undangan telah dirancang dengan
mengedepankan prinsip hierarki dan konsistensi, namun dalam praktiknya sering
terjadi deviasi akibat interpretasi yang berbeda terhadap kedudukan dan kekuatan
mengikat suatu norma. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya
manusia yang menguasai teknik perancangan peraturan (legal drafting) di tingkat
daerah, serta rendahnya koordinasi antar lembaga dalam proses perencanaan
regulasi. Dengan demikian, permasalahan ini tidak dapat diatasi hanya dengan
pendekatan teknis-hukum semata, melainkan memerlukan reformasi sistemik yang
mencakup aspek kelembagaan, kapasitas aparatur, dan budaya hukum.

Data penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang mencakup
inventarisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat dan daerah,
literatur akademik berupa buku teks dan jurnal nasional serta internasional,
yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang relevan, serta
sumber hukum dari negara lain khususnya Jepang untuk analisis komparatif.
Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif melalui beberapa tahapan:
interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis; konstruksi hukum
untuk membangun argumen yang koheren mengenai posisi Peraturan Menteri dalam
hierarki hukum; analisis komparatif untuk mengidentifikasi solusi harmonisasi yang
dapat diadaptasi dari praktik Jepang.

PEMBAHASAN

Kedudukan Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia

Peraturan Menteri merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-
undangan yang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia memiliki
peran sentral, namun kedudukan hukumnya masih diperdebatkan. Secara normatif,
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UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 membedakan antara jenis dan
hierarki peraturan perundang-undangan dalam dua pasal yang berbeda. Pasal 7 UU
No. 12 Tahun 2011 menetapkan hierarki formal peraturan perundang-undangan
yang terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan
Menteri sama sekali tidak tercantum dalam hierarki formal Pasal 7 undang-undang
tersebut.

Adapun Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengakui keberadaan
peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,
lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Pasal 8 ayat (2) undang-undang
tersebut selanjutnya menegaskan bahwa peraturan sebagaimana dimaksud tersebut
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk
berdasarkan kewenangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri bukan merupakan
bagian dari hierarki formal Pasal 7, melainkan termasuk dalam kategori peraturan
perundang-undangan di luar hierarki formal sebagaimana diatur Pasal 8 UU No. 12
Tahun 2011.

Implikasi penting dari konstruksi Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 ini adalah
bahwa Peraturan Menteri tidak serta-merta memiliki kedudukan yang lebih tinggi
dari Peraturan Daerah hanya karena diterbitkan oleh pejabat pemerintah pusat
setingkat Menteri. Hubungan pusat dan daerah dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia tidak semata-mata bersifat hirarkis-vertikal yang menempatkan pusat
selalu di atas daerah dalam setiap aspek pengaturan. Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945
secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, sehingga
Peraturan Daerah yang lahir dari kewenangan atribusi konstitusional ini memiliki
legitimasi yang setara bahkan dalam beberapa hal lebih kuat dibanding Peraturan
Menteri yang dibentuk semata berdasarkan kewenangan sektoral administratif.

Dari perspektif teoritis, posisi Peraturan Menteri dalam sistem peraturan
perundang-undangan dapat dipahami melalui dua dimensi kewenangan. Pertama,
dimensi kewenangan delegasi yaitu kewenangan yang diperoleh berdasarkan
perintah peraturan yang lebih tinggi seperti undang-undang atau peraturan
pemerintah. Dalam hal ini, Peraturan Menteri berfungsi sebagai peraturan pelaksana
yang menjabarkan norma-norma umum yang telah ditetapkan dalam peraturan
yang lebih tinggi. Kedua, dimensi kewenangan atributif sektoral, yaitu kewenangan
yang melekat pada jabatan Menteri berdasarkan undang-undang yang mengatur
tugas pokok dan fungsi kementerian yang bersangkutan. Peraturan Menteri yang
lahir dari dimensi kedua inilah yang paling sering menimbulkan konflik dengan
Peraturan Daerah, karena jangkauan substansinya cenderung melampaui batas
teknis administratif dan memasuki ranah pengaturan yang sesungguhnya menjadi
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kewenangan daerah. Persoalan ini semakin pelik mengingat sebagian Peraturan
Menteri pada praktiknya berfungsi layaknya peraturan kebijakan (beleidsregel), yaitu
produk diskresi pejabat administrasi negara yang secara formal bukan merupakan
peraturan perundang-undangan tetapi pada kenyataannya kerap memiliki daya ikat
yang setara dengannya, sebagaimana dikemukakan Nalle dalam kajiannya tentang
kedudukan peraturan kebijakan dalam hukum administrasi pemerintahan
Indonesia.5 Ambiguitas inilah yang turut mendorong ketidakjelasan kedudukan
Peraturan Menteri dalam tata urutan peraturan perundang-undangan secara formal.
Sebagaimana dikemukakan oleh Pratama, Tyesta Alw, dan Gading Pinilih, eksistensi
kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam hierarki peraturan
perundang-undangan memerlukan penegasan yang lebih jelas agar tidak
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pemerintahan.6

Dalam perkembangan praktik perundang-undangan di Indonesia, Peraturan
Menteri telah berkembang menjadi instrumen pengaturan yang sangat produktif.
Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menunjukkan bahwa
jumlah Peraturan Menteri jauh melampaui jumlah undang-undang yang dihasilkan
oleh legislatif dalam periode yang sama. Produktivitas yang sangat tinggi ini di satu
sisi mencerminkan fleksibilitas dan responsivitas pemerintah dalam merespons
kebutuhan teknis administratif yang dinamis, namun di sisi lain menimbulkan risiko
terjadinya inflasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan pengaturan antara pusat
dan daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai kedudukan dan
batas-batas kewenangan Peraturan Menteri menjadi prasyarat yang tidak dapat
diabaikan dalam upaya mewujudkan tertib regulasi nasional yang koheren dan
berkeadilan.

Penyebab Ketidakharmonisan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah

Ketidakharmonisan antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah
merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas sistem hukum
nasional yang majemuk dan dinamis. Fenomena ini bersumber dari berbagai faktor
yang saling berkaitan, baik yang bersifat normatif, kelembagaan, maupun politik.
Pemahaman yang komprehensif terhadap akar permasalahan ini menjadi prasyarat
bagi perumusan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Salah satu faktor utama yang
menyebabkan kondisi tersebut adalah ketidakjelasan konstruksi normatif dalam
pengaturan hierarki peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam UU No. 12
Tahun 2011 yang tidak secara eksplisit menempatkan Peraturan Menteri dalam
struktur hierarki formal telah menciptakan ruang interpretasi yang luas. Dalam
praktiknya, Peraturan Menteri sering diposisikan secara de facto sebagai norma yang
memiliki daya ikat kuat, bahkan dalam beberapa kasus mengesampingkan
Peraturan Daerah yang secara konstitusional memiliki legitimasi dari prinsip
otonomi daerah.

5 Victor Imanuel W Nalle, 'Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan' (2016) 10 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 1, 9-10.
6 Pratama, Tyesta Alw and Pinilih (n 2) 880.
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Teori Stufenbau yang dikembangkan Hans Kelsen” dan dilanjutkan oleh Adolf
Merkl® menegaskan bahwa sistem hukum merupakan tatanan norma yang tersusun
secara hierarkis, di mana validitas norma yang lebih rendah bergantung sepenuhnya
pada norma yang lebih tinggi.® Dalam konstruksi teoritis ini, setiap norma harus
memiliki dasar kewenangan yang jelas dari norma di atasnya, baik berupa
kewenangan atribusi yang langsung diberikan oleh konstitusi maupun kewenangan
delegasi yang dilimpahkan oleh norma yang lebih tinggi. Masalah muncul ketika
Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia tidak secara konsisten mengikuti
prinsip ini, karena sebagian besar diterbitkan berdasarkan kewenangan sektoral
yang tidak selalu memiliki pijakan delegasi yang jelas dan terukur dalam undang-
undang.

Untuk memahami akar konseptual dari persoalan hierarki peraturan ini,
penting untuk kembali pada gagasan Hans Kelsen secara langsung. Dalam General
Theory of Law and State, Kelsen menegaskan bahwa suatu tertib hukum bukanlah
sekadar kumpulan norma yang berdiri sejajar, melainkan suatu sistem yang
tersusun secara berjenjang (hierarchical), di mana norma yang berada pada level
lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang berada pada level lebih tinggi.
Validitas dalam pengertian Kelsen ini bersifat formal-prosedural: suatu norma
dikatakan sah bukan karena kesesuaian isinya dengan norma di atasnya semata,
melainkan karena norma tersebut dibentuk oleh organ yang berwenang dan melalui
prosedur yang ditetapkan oleh norma yang lebih tinggi.10

Gagasan ini kemudian diperdalam dalam Pure Theory of Law, di mana Kelsen
memperkenalkan konsep Grundnorm (norma dasar) sebagai titik tumpu tertinggi
yang mengesahkan keseluruhan sistem norma di bawahnya, tanpa memerlukan
norma lain di atasnya untuk mengesahkan dirinya sendiri. Dalam kerangka ini,
Kelsen membedakan antara sistem norma yang bersifat statis, di mana validitas
norma yang lebih rendah ditentukan oleh kesesuaian isi (content) dengan norma
yang lebih tinggi, dan sistem norma yang bersifat dinamis, di mana validitas
ditentukan oleh otorisasi formal untuk membentuk norma baru. Kelsen menegaskan
bahwa tertib hukum modern pada dasarnya adalah sistem yang dinamis.!!

Kerangka pemikiran primer inilah yang kemudian dijadikan basis oleh berbagai
penulis Indonesia, termasuk Asshiddiqgie dan Safa'at, dalam mengelaborasi Teori
Stufenbau di konteks hukum Indonesia.l? Namun, penting untuk digarisbawahi
bahwa rujukan primer pada karya Kelsen sendiri menunjukkan bahwa persoalan
disharmoni antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah sesungguhnya adalah
persoalan otorisasi formal, yakni sejauh mana Peraturan Menteri benar-benar
memperoleh kewenangan pembentukannya (delegated authority) dari norma yang
lebih tinggi, bukan semata persoalan kesesuaian substantif.

7 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Anders Wedberg ed, Harvard University Press
1945) 490; Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Max Knight ed, 2nd edn, University of California
Press 1967); lihat juga Jimly Asshiddiqgie dan M Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum
(Konstitusi Press 2012) 44-45.
Ibid., General Theory of Law and State 490.

9 Herman and Muin, 'Sistematisasi Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di
Indonesia’ (2018) 4 (2) Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 89, 91.

10 Kelsen (n 7) General Theory of Law and State 490.

11 Kelsen (n 7) Pure Theory of Law 491-492.

12 Asshiddiqgie and Safa'at (n 7) 44-45.
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Perlu pula dicermati secara kritis bahwa penamaan “hierarki norma” yang lazim
digunakan untuk merujuk pada gagasan Kelsen tersebut sesungguhnya kurang
tepat secara konseptual. Hierarki pada hakikatnya tidak melekat pada norma itu
sendiri sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan pada wadah atau bentuk
peraturan tempat norma tersebut dituangkan, misalnya Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, atau Peraturan Daerah. Suatu norma yang dilihat semata dari segi
substansinya tidak dengan sendirinya memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau
lebih rendah; yang menentukan tingkatannya adalah jenis dan wadah peraturan
perundang-undangan tempat norma itu ditempatkan dalam tata urutan formal.
Dengan demikian, istilah yang lebih akurat secara teoretis adalah hierarki peraturan
perundang-undangan, bukan hierarki norma, meskipun istilah terakhir tetap
dipertahankan dalam tulisan ini mengikuti konvensi akademik yang umum
digunakan dalam literatur hukum tata negara Indonesia.!3

Faktor politik hukum juga memiliki pengaruh signifikan terhadap
pembentukan regulasi. Proses legislasi tidak dapat dipisahkan dari dinamika
kekuasaan dan kepentingan politik yang melatarbelakanginya. Dalam banyak kasus,
regulasi yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan sektoral dibandingkan
dengan kebutuhan masyarakat secara luas. Seperti yang ditunjukkan oleh Sudikno
Mertokusumo, banyak peraturan yang lahir dari kepentingan sesaat sehingga perlu
direvisi atau dibatalkan karena bertentangan dengan Konstitusi atau peraturan yang
lebih tinggi.!* Ego sektoral antar kementerian dan lembaga negara juga menjadi
faktor yang memperparah disharmonisasi, di mana setiap instansi cenderung
mengedepankan kepentingan sektornya tanpa mempertimbangkan keterkaitan
dengan sektor lain, sehingga regulasi yang dihasilkan bersifat parsial dan tidak
terintegrasi dalam satu sistem yang kohesif.

Di tingkat daerah, pelaksanaan otonomi daerah menghadapi tantangan
tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan lokal dan kebijakan
nasional. Otonomi yang diberikan melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU
No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
memungkinkan daerah untuk membuat peraturan dalam ranah kewenangannya,
tetapi tetap dalam kerangka negara kesatuan. Untuk uraian selanjutnya, undang-
undang ini akan disebut secara ringkas sebagai UU Pemerintahan Daerah.!5
Pemerintah pusat masih memiliki peran pengawasan untuk memastikan kesesuaian
hukum antara regulasi daerah dan regulasi nasional. Ketegangan sering muncul
ketika Peraturan Menteri dipandang oleh pemerintah daerah sebagai upaya
pemerintah pusat untuk mengintervensi urusan yang sebenarnya merupakan
kewenangan daerah, sehingga menimbulkan resistensi terhadap implementasi
kebijakan pusat di tingkat lokal. Resistensi ini pada gilirannya dapat berujung pada

13 Kelsen (n 7) Pure Theory of Law 45.

14 Sopiani and Zainal Mubaraq, 'Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan' (2020) 17 (2) Jurnal Legislasi Indonesia 146, 153.

15 Jaga Rudi, 'Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum
Di Indonesia' (2023) 2 (4) Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa 215, 218.
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pembentukan Peraturan Daerah yang secara substansial bertentangan dengan
Peraturan Menteri yang berlaku.

Ketidakharmonisan juga dipengaruhi oleh kecenderungan fragmentasi regulasi
yang terjadi akibat pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. Setiap kementerian memiliki kewenangan untuk mengatur bidang
tertentu, namun sering kali tidak diiringi dengan mekanisme koordinasi yang efektif
antar sektor. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan lembaga yang memiliki otoritas
penuh untuk mengkoordinasikan keseluruhan proses regulasi secara lintas sektoral.
Akibatnya, regulasi yang dihasilkan bersifat parsial dan tidak mempertimbangkan
keterkaitan dengan regulasi di sektor lain, termasuk regulasi di tingkat daerah.
Dalam jangka panjang, fragmentasi ini menciptakan beban regulasi yang berat bagi
pelaku usaha dan masyarakat yang harus mematuhi berbagai peraturan yang
kadang saling bertentangan.

Lemahnya mekanisme pengendalian (control mechanism) dalam proses
pembentukan Peraturan Menteri turut berkontribusi terhadap terjadinya
disharmonisasi. Tidak adanya batasan yang tegas mengenai materi muatan
Peraturan Menteri menyebabkan potensi terjadinya perluasan norma yang
melampaui kewenangan delegatif.’6 Situasi ini menciptakan kondisi di mana
Peraturan Menteri secara substansial berperan sebagai peraturan yang memuat
norma primer, bukan sekadar peraturan pelaksana yang bersifat teknis dan
administratif. Hal ini bertentangan dengan hakikat Peraturan Menteri sebagai
peraturan pelaksana yang seharusnya hanya mengisi detail teknis dari norma yang
telah ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.

Salah satu implikasi paling serius dari ambiguitas posisi Peraturan Menteri
dalam hierarki peraturan adalah ketidakjelasan mengenai kekuatan hukum yang
mengikat. Dalam konteks ini, terdapat perdebatan akademis yang belum
terselesaikan mengenai apakah Peraturan Menteri memiliki kekuatan hukum yang
setara dengan Peraturan Daerah, atau lebih tinggi, atau lebih rendah. Di sisi lain,
pandangan yang menekankan fungsi teknis-administratif Peraturan Menteri
sebagaimana dikemukakan Riski cenderung melihat Peraturan Menteri sebagai
instrumen pelaksana kebijakan nasional yang dalam praktiknya kerap diperlakukan
setara atau bahkan lebih mengikat dibandingkan Peraturan Daerah, khususnya
pada bidang-bidang yang bersifat lintas daerah.!” Perdebatan ini bukan sekadar
persoalan teoritis, melainkan memiliki implikasi praktis yang sangat besar terhadap
bagaimana aparat pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum memaknai dan
mematuhi kedua jenis regulasi tersebut. Ketika tidak ada kepastian mengenai
hierarki antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah, setiap konflik antara
keduanya Dberpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian yang
merugikan semua pihak. Oleh karena itu, penegasan posisi Peraturan Menteri dalam
hierarki peraturan bukan sekadar kebutuhan akademis, melainkan kebutuhan
praktis yang mendesak demi terwujudnya kepastian hukum.

Dari perspektif penulis dengan menggunakan sudut pandang analisis normatif,
penyebab mendasar disharmonisasi dapat dilihat dari tiga dimensi sekaligus.

16 Ibnu Sina Chandranegara, 'Bentuk-Bentuk Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi' (2019) 26
(3) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 459, 465.
17 Riski, 'Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah’ (2020) 5 (2)

Jurnal Akta Yudisia 118, 119.
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Dimensi pertama adalah dimensi struktural, yaitu ketidakjelasan posisi Peraturan
Menteri dalam hierarki peraturan. Dimensi kedua adalah dimensi prosedural, yaitu
lemahnya mekanisme koordinasi dan harmonisasi dalam proses pembentukan
regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Dimensi ketiga adalah dimensi
substantif, yaitu adanya irisan materi muatan antara Peraturan Menteri dan
Peraturan Daerah yang tidak terselesaikan melalui mekanisme yang ada. Ketiga
dimensi ini perlu diatasi secara simultan dan komprehensif agar reformasi regulasi
dapat menghasilkan sistem hukum yang koheren, konsisten, dan dapat diprediksi.

Studi Kasus: Disharmoni Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah di Bidang
Perdagangan

Disharmonisasi antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah dalam sektor
perdagangan merupakan salah satu bentuk konkret dari problematika relasi
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem hukum Indonesia.8
Sektor perdagangan dipilih sebagai studi kasus karena sektor ini merupakan salah
satu bidang yang paling sering mengalami tumpang tindih regulasi, mengingat
kompleksitas kepentingan yang terlibat, mulai dari kepentingan nasional dalam
menciptakan pasar yang efisien dan berdaya saing global, hingga kepentingan lokal
dalam melindungi pelaku usaha kecil dan pasar tradisional. Fenomena ini tidak
hanya mencerminkan adanya ketidaksinkronan norma semata, tetapi juga
memperlihatkan ketegangan struktural dalam pelaksanaan prinsip otonomi daerah
dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam sektor perdagangan, pemerintah pusat melalui kementerian teknis
memiliki kepentingan strategis untuk menciptakan standar nasional yang seragam
guna menjaga stabilitas ekonomi, melindungi konsumen, dan meningkatkan daya
saing. Peraturan Menteri yang diterbitkan dalam sektor ini umumnya berfungsi
sebagai instrumen pengaturan teknis yang bersifat operasional dan implementatif.
Namun demikian, dalam praktiknya Peraturan Menteri tidak jarang memuat norma
yang bersifat substantif dan berdampak langsung terhadap kewenangan daerah,
terutama dalam hal perizinan usaha, standar produk, dan pengaturan tata niaga.
Kondisi ini menciptakan konflik laten yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi
sengketa terbuka antara pemerintah pusat dan daerah.

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan konstitusional untuk
mengatur urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah sebagaimana
diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini mencakup pembentukan
Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum untuk mengatur kepentingan
masyarakat lokal, termasuk dalam bidang perdagangan. Peraturan Daerah di bidang
perdagangan biasanya dirancang untuk melindungi pelaku usaha lokal, menjaga
keberlangsungan pasar tradisional, dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi
sosial ekonomi daerah yang beragam. Namun demikian, kebijakan perlindungan
lokal ini sering kali bersinggungan dan bahkan bertentangan dengan kebijakan
liberalisasi perdagangan yang diusung oleh pemerintah pusat melalui berbagai
Peraturan Menteri.

Sebagai contoh konkret yang mengilustrasikan disharmonisasi ini,
Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 23

18 Chandranegara (n 16) 466.
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Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional dan
toko modern yang memberikan kemudahan bagi investor dalam mengembangkan
jaringan ritel modern di seluruh wilayah Indonesia. Tidak lama setelah itu,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2024
tentang Penataan Ruang yang di dalamnya terdapat ketentuan yang membatasi
jumlah dan lokasi gerai modern untuk melindungi pasar tradisional dan pelaku
usaha kecil. Pemerintah pusat menilai Peraturan Daerah tersebut berpotensi
menghambat pelaksanaan kebijakan nasional di bidang perdagangan, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memperoleh izin
berdasarkan Peraturan Menteri namun terhalang oleh pembatasan yang diatur
dalam Peraturan Daerah.

Ketidakharmonisan ini menciptakan dilema normatif yang serius bagi para
pemangku kepentingan, khususnya pelaku usaha dan masyarakat.!® Di satu sisi,
mereka dihadapkan pada kewajiban untuk mematuhi Peraturan Menteri sebagai
representasi kebijakan nasional yang diterbitkan oleh otoritas pusat. Di sisi lain,
mereka juga harus tunduk pada Peraturan Daerah yang memiliki legitimasi sebagai
produk hukum daerah yang dibentuk oleh DPRD dan kepala daerah melalui proses
demokratis. Ketidakjelasan mengenai norma mana yang harus diprioritaskan
menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat aktivitas
ekonomi, mengurangi kepercayaan investor, dan pada akhirnya merugikan
perekonomian daerah maupun nasional.

Dari perspektif teori hukum, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam
menjaga konsistensi vertikal (vertical consistency) antar norma sebagaimana
dipersyaratkan oleh Teori Stufenbau. Dalam sistem hukum yang ideal, setiap norma
harus memiliki hubungan yang jelas dengan norma di atasnya, baik dari segi
kewenangan pembentukan maupun substansi pengaturan. Ketika hubungan ini
tidak terjaga, maka potensi konflik norma menjadi tidak terhindarkan. Lebih dari
itu, kondisi ini juga mencerminkan kegagalan dalam menjaga konsistensi horizontal
(horizontal consistency) antar norma yang berada pada tingkatan yang setara, karena
baik Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah sama-sama dikategorikan
sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek-aspek implementatif
dari undang-undang yang lebih tinggi.

Aspek lain yang turut memperburuk kondisi ini adalah lemahnya mekanisme
penyelesaian konflik norma. Saat ini, tidak terdapat mekanisme khusus yang secara
efektif dapat menyelesaikan konflik antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah
secara setara dan tuntas. Pengujian peraturan perundang-undangan melalui
Mahkamah Agung hanya dapat dilakukan terhadap peraturan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang, namun tidak secara spesifik mengakomodasi
konflik horizontal antara dua jenis regulasi yang sama tingkatannya. Mekanisme
pengawasan administratif oleh pemerintah pusat terhadap Peraturan Daerah
memang tersedia, namun mekanisme ini tidak bersifat timbal balik dan tidak dapat
digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengoreksi Peraturan Menteri yang
dianggap melampaui batas kewenangan.

19 Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun and Iryana Anwar, 'Inkonsistensi Peraturan
Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia' (2022) 4 (2)
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 294, 298.
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Implikasi dari disharmonisasi ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum
formal, tetapi juga meluas ke aspek ekonomi dan sosial yang sangat nyata dirasakan
oleh masyarakat. Dari aspek ekonomi, ketidakpastian regulasi dapat menurunkan
kepercayaan investor, menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, serta
menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku wusaha kecil yang menjadi objek
perlindungan Peraturan Daerah namun harus bersaing dalam kondisi regulasi yang
tidak pasti. Dari aspek sosial, ketegangan antara kebijakan pusat dan daerah dapat
mengganggu harmoni hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada
gilirannya berpotensi melemahkan sendi-sendi negara kesatuan. Oleh karena itu,
penyelesaian masalah disharmonisasi regulasi bukan sekadar persoalan teknis
hukum, melainkan juga persoalan kenegaraan yang menyangkut fondasi sistem
pemerintahan Indonesia.

Solusi Disharmoni Berdasarkan Teori Stufenbau

Dalam kerangka Teori Stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, sistem
hukum dipandang sebagai suatu bangunan bertingkat di mana setiap norma
memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi. Konsep ini menekankan
pentingnya konsistensi vertikal dalam sistem peraturan perundang-undangan,
sehingga tidak terjadi konflik antara norma yang berada pada tingkatan yang
berbeda.2? Dalam konteks disharmonisasi antara Peraturan Menteri dan Peraturan
Daerah, teori ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk merumuskan
strategi harmonisasi yang sistematis dan berkelanjutan. Penerapan teori ini dalam
konteks Indonesia perlu mempertimbangkan keunikan sistem hukum Indonesia
yang memadukan tradisi hukum civil law dengan praktik desentralisasi yang
dinamis.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penegasan posisi Peraturan
Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan melalui reformulasi
normatif. Ketidakjelasan posisi ini sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011
telah menjadi sumber utama disharmonisasi yang perlu segera dibenahi.
Reformulasi norma yang diperlukan adalah penambahan ketentuan yang secara
eksplisit menempatkan Peraturan Menteri dalam struktur hierarki peraturan,
sehingga hubungan antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah menjadi lebih
jelas dan terukur.?! Penegasan ini harus disertai dengan ketentuan yang tegas
bahwa Peraturan Menteri hanya dapat diterbitkan berdasarkan kewenangan delegasi
yang jelas dari undang-undang atau peraturan pemerintah, dan tidak dapat memuat
norma yang bersifat atributif atau yang melampaui batas kewenangan delegasi yang
diberikan. Dengan adanya kejelasan hierarki, maka dapat pula ditentukan batasan
kewenangan masing-masing jenis regulasi secara lebih presisi.

Selanjutnya, harmonisasi harus dilakukan sejak tahap awal perencanaan dan
penyusunan regulasi, bukan sekadar pada tahap evaluasi setelah regulasi
terbentuk. Proses perencanaan regulasi harus melibatkan koordinasi yang intensif
dan struktural antara pemerintah pusat dan daerah sejak awal. Peran Kementerian
Hukum sebagai koordinator harmonisasi perlu diperkuat secara substansial, tidak

20 Riski (n 17) 118-119.

21 Sholahuddin Al-Fatih, 'Model Penataan Regulasi Peraturan Delegasi Dalam Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia' (2023) 1 (1) Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum
Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 829, 835.
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hanya dalam aspek administratif dan prosedural, tetapi terutama dalam aspek
analisis substansi norma.2? Penguatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan
kapasitas analisis terhadap rancangan peraturan, termasuk kewajiban untuk
melakukan identifikasi potensi konflik norma sejak tahap perencanaan. Selain itu,
perlu dibangun mekanisme konsultasi wajib antara kementerian dan pemerintah
daerah sebelum suatu rancangan Peraturan Menteri yang berdampak pada
kewenangan daerah diterbitkan.

Pembatasan materi muatan Peraturan Menteri juga merupakan langkah
penting dalam mencegah disharmonisasi di masa yang akan datang. Berdasarkan
prinsip hierarki peraturan, Peraturan Menteri seharusnya hanya mengatur hal-hal
yang bersifat teknis administratif dan implementatif, tidak memasuki ranah yang
menjadi kewenangan atribusi daerah. Pembatasan ini perlu dituangkan secara
eksplisit dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat semua
kementerian dan lembaga. Dalam praktiknya, pembatasan ini berarti bahwa
Peraturan Menteri tidak boleh mengatur substansi yang secara langsung
mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah tanpa didasarkan pada delegasi yang
tegas dari undang-undang.

Di samping itu, diperlukan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa
norma yang lebih efektif dan komprehensif. Saat ini, belum terdapat mekanisme
yang secara khusus mengatur penyelesaian konflik antara Peraturan Menteri dan
Peraturan Daerah secara setara. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan beberapa
opsi penguatan mekanisme penyelesaian sengketa norma. Pertama, perluasan
kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Menteri terhadap undang-
undang secara lebih komprehensif, termasuk dalam konteks konflik horizontal
dengan Peraturan Daerah. Kedua, pembentukan mekanisme mediasi dan konsultasi
yang bersifat khusus untuk menyelesaikan konflik regulasi antara pemerintah pusat
dan daerah, yang dapat difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri atau lembaga
yang ditunjuk untuk tujuan tersebut.

Upaya penyelarasan Peraturan Daerah dengan Peraturan Menteri juga
membutuhkan keterlibatan aktif dan substantif dari Kementerian Hukum di tingkat
pusat maupun melalui kantor wilayahnya di daerah. Permenkumham No. 22 Tahun
2018 telah mensyaratkan partisipasi inklusif dalam proses harmonisasi,??® namun
implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Kementerian Hukum dan
HAM seharusnya berfungsi sebagai penjaga gerbang hukum' yang tidak hanya
memeriksa kesesuaian prosedural tetapi juga melakukan analisis mendalam
terhadap substansi norma, untuk memastikan bahwa rancangan peraturan tidak
melampaui kewenangan delegasi dan tidak bertentangan dengan prinsip otonomi
daerah.

Dimensi penting lain yang sering luput dari perhatian dalam diskusi
harmonisasi regulasi adalah dimensi partisipasi publik. Salah satu prinsip

22 Delfina Gusman, Alsyam Alsyam and Didi Nazmi, 'Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019' (2021) 5 (2) UIR Law Review 68, 74.

23 Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh
Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
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fundamental dalam pembentukan regulasi yang demokratis adalah keterlibatan aktif
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada
kehidupan mereka. Dalam konteks harmonisasi regulasi antara Peraturan Menteri
dan Peraturan Daerah, partisipasi publik memiliki peran yang sangat penting,
karena konflik regulasi pada dasarnya adalah konflik kepentingan antara berbagai
kelompok dalam masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif
dalam proses harmonisasi, termasuk melalui forum konsultasi publik, dengar
pendapat, dan mekanisme pengaduan, maka proses harmonisasi tidak hanya akan
menjadi lebih demokratis tetapi juga lebih efektif dalam mengidentifikasi dan
menyelesaikan konflik kepentingan yang mendasari konflik norma.

Dalam jangka panjang, penyelesaian disharmonisasi regulasi memerlukan
perubahan paradigma dalam pembentukan regulasi di Indonesia. Paradigma lama
yang bersifat sektoral dan silo perlu digantikan dengan paradigma baru yang bersifat
integratif dan berbasis sistem. Hal ini berarti bahwa setiap proses pembentukan
regulasi harus dimulai dengan analisis komprehensif terhadap ekosistem regulasi
yang ada, termasuk identifikasi potensi konflik dengan regulasi yang telah ada di
tingkat yang sama maupun yang berbeda. Selain itu, perlu dibangun sistem
informasi regulasi nasional yang terintegrasi, sehingga setiap pemangku
kepentingan dapat mengakses informasi tentang seluruh regulasi yang berlaku
dengan mudah dan cepat. Perlu pula diuji kesesuaian Peraturan Menteri dengan
Peraturan Daerah yang ada sebelum ditetapkan, sebagai bagian dari proses
harmonisasi yang komprehensif.24

Studi Komparatif dengan Jepang

Pengalaman Jepang dalam mengelola harmonisasi regulasi antara pemerintah
pusat dan daerah memberikan pelajaran berharga yang dapat dipertimbangkan
dalam konteks Indonesia. Sebagai negara kesatuan yang memiliki tradisi sentralisasi
yang kuat namun juga memberikan otonomi yang signifikan kepada pemerintah
daerah, Jepang menghadapi tantangan yang secara struktural memiliki kemiripan
dengan Indonesia. Namun demikian, Jepang berhasil mengembangkan mekanisme
harmonisasi yang lebih efektif melalui kombinasi antara struktur hukum yang jelas,
budaya hukum yang menghormati batas-batas otoritas, dan mekanisme koordinasi
kelembagaan yang mapan.25

Sistem hukum Jepang memberikan landasan yang jelas bagi pembagian
kewenangan antara pusat dan daerah melalui Undang-Undang Otonomi Daerah
(Chihé Jichi Ho). Dalam sistem ini, kementerian di tingkat pusat hanya dapat
mengeluarkan pedoman administratif (gydsei shidd) yang bersifat tidak mengikat
secara hukum terhadap pemerintah daerah, berbeda dengan regulasi yang bersifat
mengikat (hoki). Pendekatan ini menciptakan hubungan yang lebih seimbang dan
kooperatif antara pemerintah pusat dan daerah, karena pemerintah daerah tidak
merasa terancam oleh intervensi pusat yang dapat mengurangi otonominya. Selain
itu, konflik antara pemerintah pusat dan daerah diselesaikan melalui mekanisme
koordinasi kelembagaan yang terstruktur atau melalui jalur pengadilan yang jelas,

24 Choirudin Abdul Ghoni, 'Pengaturan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Kemenkumham' (2021) 4 (1) Jurist-Diction 69, 76.
25 Nuria Siswi Enggarani, Arief Budiono and Achmad Miftah Farid, Hukum Pemerintahan Daerah

dalam Bingkai Negara Kesatuan (Muhammadiyah University Press) 17-22.
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sehingga peraturan daerah tetap dihormati sepanjang tidak bertentangan langsung
dengan hukum nasional.26

Salah satu aspek penting dari model Jepang adalah penekanan pada prinsip
subsidiaritas, yaitu bahwa pengaturan suatu masalah sebaiknya dilakukan pada
tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat yang terdampalk,
kecuali jika pengaturan di tingkat yang lebih tinggi secara objektif lebih efisien dan
efektif. Prinsip ini memberikan presumsi awal bahwa pemerintah daerah lebih
kompeten dalam mengatur urusan yang berkaitan dengan kebutuhan lokal,
sedangkan pemerintah pusat hanya turun tangan apabila ada kebutuhan untuk
menjaga keseragaman nasional atau mengatasi isu-isu yang melampaui batas-batas
daerah. Penerapan prinsip subsidiaritas ini secara konsisten telah membantu
mengurangi potensi konflik regulasi di Jepang, karena batas-batas kewenangan
antara pusat dan daerah menjadi lebih jelas dan dapat diprediksi.

Aspek lain yang patut dicontoh dari model Jepang adalah tradisi konsultasi dan
koordinasi (nemawashi) yang dilakukan sebelum suatu kebijakan atau regulasi
diterbitkan. Dalam tradisi ini, pemerintah pusat secara proaktif berkonsultasi
dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait sebelum menerbitkan
regulasi yang berdampak pada kewenangan daerah. Proses konsultasi ini tidak
sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian integral dari proses pengambilan
keputusan yang sesungguhnya mempengaruhi isi kebijakan yang dihasilkan. Tradisi
ini mencerminkan budaya hukum yang menghormati batas-batas otoritas dan
mengutamakan konsensus dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya
meminimalkan konflik regulasi antara pusat dan daerah.

Bagi Indonesia, model Jepang memberikan setidaknya tiga pelajaran penting
yang dapat diadaptasi secara kontekstual. Pertama, perlunya membatasi kekuatan
mengikat Peraturan Menteri, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan
kewenangan daerah, dengan menegaskan bahwa Peraturan Menteri hanya mengikat
secara langsung entitas yang berada di bawah kewenangan kementerian yang
bersangkutan dan tidak secara langsung mengikat pemerintah daerah dalam urusan
yang menjadi kewenangannya. Kedua, perlunya memperkuat Peraturan Daerah
sebagai cerminan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, dengan memberikan
ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pengaturan
urusan lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang bersifat
nasional. Ketiga, pentingnya membangun mekanisme penyelesaian sengketa
peradilan yang jelas dan dapat diakses, sehingga konflik regulasi yang tidak dapat
diselesaikan melalui koordinasi administratif dapat diselesaikan melalui jalur
hukum yang efektif, adil, dan dapat dipercaya oleh semua pihak.

Selain aspek hukum formal, keberhasilan harmonisasi regulasi di Jepang juga
tidak terlepas dari tradisi administrasi publik yang kuat dan profesional. Birokrasi
Jepang dikenal dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, di mana pegawai negeri
sipil memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dan kebijakan publik. Tradisi
ini mendukung proses harmonisasi regulasi yang efektif karena para pejabat yang
terlibat dalam proses pembentukan regulasi memiliki kapasitas untuk
mengidentifikasi potensi konflik norma sejak dini dan mengambil langkah-langkah

26 N.O. Kleshchenko, 'Unification and Harmonization of Legislation: Comparative and Legal Aspect'
[2022] Juridical Scientific and Electronic Journal 29, 34.
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proaktif untuk mencegahnya. Di Indonesia, penguatan kapasitas birokrasi di bidang
perancangan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi regulasi menjadi
salah satu kunci keberhasilan reformasi regulasi. Investasi dalam pengembangan
kapasitas ini harus dipandang bukan sebagai beban anggaran, melainkan sebagai
investasi jangka panjang dalam kualitas tata kelola yang pada gilirannya akan
memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang jauh lebih besar.

Perbandingan antara Indonesia dan Jepang juga menunjukkan pentingnya
sistem monitoring dan evaluasi regulasi yang efektif. Di Jepang, terdapat mekanisme
yang memungkinkan evaluasi berkala terhadap efektivitas regulasi yang telah
diterbitkan, termasuk identifikasi regulasi yang sudah tidak relevan, tumpang
tindih, atau bertentangan dengan regulasi lain. Mekanisme ini memungkinkan
pembenahan sistem regulasi secara berkelanjutan, bukan hanya reaktif ketika
konflik telah terjadi. Indonesia perlu mengembangkan mekanisme serupa yang
secara sistematis mengevaluasi seluruh regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan
Menteri dan Peraturan Daerah, untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik
regulasi sebelum menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan
perekonomian. Mekanisme evaluasi ini harus didukung oleh teknologi informasi
yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk dapat berfungsi
secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, Indonesia perlu memperbaiki secara menyeluruh
mekanisme penyelesaian disharmoni regulasi, baik secara kelembagaan maupun
yudisial, serta menegaskan batas-batas kewenangan Peraturan Menteri yang jelas
dan dapat diprediksi, agar harmonisasi regulasi dapat dicapai tanpa mengorbankan
prinsip otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan. Reformasi ini tidak dapat
dilakukan secara parsial atau bertahap, melainkan harus dilakukan secara
komprehensif dan terpadu, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang
relevan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha,
dan masyarakat sipil.

PENUTUP

Penelitian ini telah  menganalisis secara mendalam = penyebab
ketidakharmonisan antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah di Indonesia,
serta merumuskan strategi harmonisasi berdasarkan Teori Stufenbau Hans Kelsen.
Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa disharmonisasi yang
terjadi bersifat struktural dan sistemik, bukan sekadar permasalahan teknis yang
bersifat sporadis. Akar permasalahan yang paling mendasar adalah ambiguitas
normatif mengenai posisi Peraturan Menteri dalam hierarki peraturan perundang-
undangan. Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 menetapkan hierarki peraturan yang
formal namun tidak secara tegas menyertakan Peraturan Menteri di dalamnya,
sedangkan Pasal 8 undang-undang tersebut hanya mengakui keberadaannya
berdasarkan peraturan yang lebih tinggi atau kewenangan sektoral tanpa
memberikan kejelasan tentang posisi dan daya ikatnya terhadap jenis regulasi lain,
termasuk Peraturan Daerah.

Faktor politik hukum dan ego sektoral antar lembaga menjadi faktor yang
memperburuk dan melanggengkan konflik regulasi yang ada. Kementerian-
kementerian cenderung mengeluarkan peraturan yang luas jangkauannya dan
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bersinggungan langsung dengan otonomi daerah, sementara pemerintah daerah
menetapkan peraturan untuk memenuhi kebutuhan lokal yang tidak selalu selaras
dengan kebijakan nasional. Mekanisme harmonisasi kelembagaan yang tersedia
melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 dan 23 Tahun 2018 masih
bersifat administratif dan belum mampu menyelesaikan konflik substansi norma
yang mendasar.2? Implikasi dari kondisi ini sangat luas: kepastian hukum terganggu,
efektivitas pemerintahan menurun, prinsip otonomi daerah tergerus, dan iklim
investasi serta kualitas pelayanan publik pun terdampak secara signifikan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini merumuskan tiga
strategi harmonisasi yang bersifat saling melengkapi dan harus diimplementasikan
secara bersamaan. Pertama, penegasan hierarki peraturan melalui reformulasi UU
No. 12 Tahun 2011 untuk memberikan posisi yang jelas bagi Peraturan Menteri
dalam struktur hierarki formal, disertai dengan pembatasan yang tegas mengenai
materi muatan yang dapat diatur oleh Peraturan Menteri dalam kaitannya dengan
kewenangan daerah. Kedua, penguatan koordinasi kelembagaan yang bersifat
substantif dan tidak hanya prosedural, termasuk melalui peningkatan kapasitas
analisis Kementerian Hukum dan HAM sebagai koordinator harmonisasi regulasi,
serta pembangunan mekanisme konsultasi wajib antara pemerintah pusat dan
daerah sebelum penerbitan regulasi yang berdampak pada kewenangan daerah.
Ketiga, konsistensi politik hukum yang secara nyata menghormati dan memperkuat
prinsip otonomi daerah sebagai pilar sistem pemerintahan Indonesia, dengan tidak
menggunakan Peraturan Menteri sebagai instrumen untuk mengintervensi
kewenangan daerah di luar batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Studi komparatif dengan praktik Jepang memperkuat argumen bahwa
pembagian otoritas yang jelas antara pusat dan daerah, dikombinasikan dengan
budaya hukum yang menghormati batas-batas kewenangan dan mekanisme
koordinasi yang efektif, dapat meminimalkan konflik peraturan secara signifikan.
Model Jepang yang menekankan prinsip subsidiaritas, konsultasi proaktif, dan
pembatasan kekuatan mengikat regulasi kementerian terhadap pemerintah daerah
menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dan dapat diadaptasi dalam konteks
Indonesia dengan mempertimbangkan keunikan sistem hukum dan pemerintahan
Indonesia.

Perlu juga dicatat bahwa harmonisasi regulasi bukan sekadar persoalan teknis
normatif, tetapi juga merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi yang lebih
luas. Dalam konteks ini, upaya harmonisasi regulasi harus diintegrasikan dengan
program pembenahan kelembagaan yang mencakup penguatan kapasitas sumber
daya manusia dalam perancangan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat
pusat maupun daerah. Tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang
kompeten dan memadai merupakan prasyarat bagi terciptanya regulasi yang
berkualitas, koheren, dan tidak menimbulkan disharmonisasi. Oleh karena itu,
investasi dalam pengembangan kapasitas perancang peraturan harus menjadi
bagian integral dari strategi harmonisasi regulasi yang komprehensif. Selain itu,
perlu dibangun mekanisme evaluasi regulasi yang sistematis dan berkala, yang

27 Alfaruq Shah Ghufron Fath, 'Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan'
(2024) 2 (2) Ethics and Law Journal: Business and Notary 170, 175.
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memungkinkan identifikasi dan koreksi dini terhadap regulasi yang berpotensi atau
telah menimbulkan disharmonisasi.

Pada akhirnya, penyelesaian masalah disharmonisasi regulasi antara
Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah memerlukan pendekatan yang
komprehensif, berkelanjutan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang
relevan. Pembenahan sistem regulasi Indonesia bukan hanya persoalan teknis
hukum yang dapat diselesaikan dengan revisi undang-undang semata, melainkan
juga memerlukan perubahan kultur dan paradigma dalam pembentukan regulasi
yang mengutamakan kohesivitas sistem di atas kepentingan sektoral. Tanpa
perubahan paradigma yang mendasar ini, perbaikan teknis apapun yang dilakukan
hanya akan memberikan solusi sementara yang tidak menyentuh akar
permasalahan yang sesungguhnya.

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji implementasi praktis dari
strategi harmonisasi yang diusulkan, termasuk analisis terhadap kendala-kendala
kelembagaan, politik, dan budaya yang mungkin dihadapi dalam proses reformasi.
Selain itu, kajian empiris tentang dampak disharmonisasi regulasi terhadap
kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, iklim investasi, dan pembangunan
daerah perlu dilakukan untuk memberikan dasar yang lebih kuat bagi perumusan
kebijakan reformasi regulasi yang komprehensif dan berbasis bukti. Perlu pula dikaji
secara lebih mendalam model-model harmonisasi regulasi dari negara-negara lain
yang memiliki karakteristik serupa dengan Indonesia, baik dari segi struktur negara
kesatuan, tingkat desentralisasi, maupun tradisi hukum yang dianut, sehingga
dapat ditemukan solusi yang paling tepat dan kontekstual bagi Indonesia. Dengan
demikian, upaya menuju sistem regulasi Indonesia yang lebih koheren, konsisten,
dan berkeadilan dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur, terencana,
dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
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